
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.715, 2018 BKPM. Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi 

Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas 

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta 
Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas 
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. 

Pencabutan.  
 

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  

REPUBLIK INDONESIA   

NOMOR 5 TAHUN 2018 

TENTANG 

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG 

DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 

SERTA PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN 

PAJAK PENGHASILAN BADAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian 

Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu 

menetapkan rincian bidang usaha dan jenis produksi 

industri pionir dan menyempurnakan pedoman dan tata 

cara pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan 

badan di Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

b. bahwa dalam menetapkan rincian bidang usaha dan 

jenis produksi industri pionir yang dapat diberikan 

fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, perlu 

memperhatikan surat Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian Nomor S-97/D.I.M.EKON/04/2018 

tanggal 2 April 2018 tentang Daftar Klasifikasi Baku 
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Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang Dapat Diberikan 

Fasilitas Tax Holiday dan surat Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian Nomor S-

137/D.I.M.EKON/05/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang 

Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 

(KBLI) Terkait Infrastruktur Ekonomi yang Dapat 

Diberikan Insentif Tax Holiday; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang 

Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri 

Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak 

Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara 

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan 

Badan; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang 

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan 

Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5183); 

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang 

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 

2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 210); 

4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 

tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak 
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Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 451);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI 

INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS 

PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SERTA 

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS 

PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri 

maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha 

di wilayah negara Republik Indonesia. 

2. Penanaman Modal Baru adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal dalam rangka pendirian usaha baru 

maupun perluasan kegiatan usaha. 

3. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan 

yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang 

tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki 

nilai strategis bagi perekonomian nasional. 

4. Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis 

produksi sebagaimana tercantum dalam Pendaftaran 

Penanaman Modal wajib pajak pada saat pengajuan 

permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan, 

termasuk perluasan dan perubahannya sepanjang 

termasuk dalam kriteria Industri Pionir. 

5. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama 

kali hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama dijual ke 

pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses 

produksi lebih lanjut. 
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6. Konfirmasi Pendahuluan (In Advance Confirmation) 

adalah surat pemberitahuan kepada Penanam Modal 

mengenai pemenuhan persyaratan Industri Pionir untuk 

mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan 

Badan. 

7. Pendaftaran Penanaman Modal adalah izin dari 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK, 

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas yang memiliki kewenangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha. 

8. Usulan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan 

Badan adalah usulan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal yang ditujukan kepada Menteri 

Keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan 

penetapan Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. 

9. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya 

disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab di bidang 

Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. 

 

BAB II 

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PENGURANGAN PAJAK 

PENGHASILAN BADAN 

 

Pasal 2 

(1) Pengurangan Pajak Penghasilan Badan diberikan sebesar 

100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan 

Badan yang terutang. 

(2) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. selama 5 (lima) tahun pajak untuk Penanaman 

Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal 
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paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima 

ratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari 

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); 

b. selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk Penanaman 

Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal 

paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu 

triliun rupiah) dan paling banyak kurang dari 

Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); 

c. selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk Penanaman 

Modal Baru dengan nilai rencana Penanaman Modal 

paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima 

triliun rupiah) dan paling banyak kurang dari 

Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); 

d. selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk 

Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana 

Penanaman Modal paling sedikit sebesar 

Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) 

dan paling banyak kurang dari 

Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); 

atau 

e. selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk 

Penanaman Modal Baru dengan nilai rencana 

Penanaman Modal paling sedikit sebesar 

Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah). 

(3) Setelah jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan 

Badan yang diberikan wajib pajak dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, wajib 

pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan 

sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan 

Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya. 
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